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Menimbang:

Menginigat:

WALIKOTA TUAL
PROVINS! MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NCMOR g TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

bahwa sampah dapat menimbulkan dampak negatif
terhadap keschatan masyarakat dan lingkungan, maka
dalam rangka mewujudkan Kota Tual yang bersih dan
sehat perlu dilakukan pengelolaan sampah- secara
komprehensif dan terpadu darl hulu ke hilir;

bahwa dalam pengelolaan sampeh diperlukan kepastian
hultum, kejelasan tuges dan wewenang Pemerintah
Dacrah serta hak dan kewajiban masyarakat/ produsen
sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan  sccara
proporsional, efzlif dan efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud alam huraf a dan huruf b di atas, serta untuk
melaksanakan ketentian Pasal 47 ayat (2)
Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolasn Sampah, maka perlu ditetapkan Peraturan
Daerah Kota Tual tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1937
tentang  Pembentukan — Daerah-Daerah  Swatantra
Tingkat 1 Maluku {Lembaran Negara Republik Indonesia

~.Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 1645}

.. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003. Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggurig Jawab Keuangan
Negara  {Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor &5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemer 4400);

Undang-Undang Nemeor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725)
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tfentang
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97,
Tambahan Lembaran MNegara  Republik Indonesia
Nomor 4747);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Penpelolsan  Sampah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang HNomor 28 Tahun 2008 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049}

Undang-Undang Nomor 32 Talum 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan.  Lingkungan  Hidup
(Lemharan Negara Republik Indonesia Tabun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 36 Tabun 2009 ‘tentang
Kesshatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahen Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063}

Undang-Undang Nomor 1§ Talun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negeara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor S188)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tabun 2011 -
Nomor 82, Tambahan Leéembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5234)

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir {Lembaran Negara
Republik Indomesia Tahun 2011 Nomer 7, Tambahan
Lembaran Megara Republik Tndonesia Nomor 51B8);

Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2014 tentang
Mejelis Permusyawsratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Ralcyat, Dewan Perwakilan Deerah dan Dewan Perwakilan
Rakyal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Tndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Tndonesia Numor 5549). sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir dengan
Undang-Undang MNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 temtang Pemerintahan Dacrah {Lembaran
Negara Republit Indonesia Tabun 20153 Nomor 53
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomar 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan. Keuangan Daersh  (Lembaran  Negara.
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);

Peraturan Pemerintalhh Nomor 38 Tahun 2011 tentanhg
Sungai  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5230)

Peraturan Pemerintah Nomor &1 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Seienis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia, Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Peratiran Pemerintah Nomor 1¢1 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333,

Tambahan- Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5617);

Pergturant Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelakeana Undang-Undang TNomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun
2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5617);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
tentang Pcdoman Pengelolaan Sampeh (Berita Negara
Republik Indonesi 274);

Peraturen Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16
Tehun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Reancangan.
Peruturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampseh Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangge;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republilk Indoenesia.
Nomor 03/Prt /M/2013 entang Penvelenggaraan.
Prasarana dan Sargna Persampahan dalam Penangansan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah. Tangga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 83 Tahun 20135
tentang Pembentukan Preduk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesi 2036);

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Kota dan Rencana Wilayah Kota
Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2013 Nomor 62,
Tamhbahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 6072).

Dengan PersetUjuan Bersama

"DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

Dan
WALIKOTA TUAL

"MEMUTUSEKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH




BABI!
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yvang dimaksud dengan :

1. Daerah addlah Daerah Kota Tuak

9 Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Tual
sebagai upsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3 Pemerintahan Dacrah adalah Pemenntah Daerah dan Dewan Perwalalan

Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut

asas ctomomi dan tugas pembanruan dengan. prinsip ofonomi seluas-

luasnya dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk

Indonesia Tahun 1945,

Walikota adalah Walikota Tual,

5. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan
pelayanan kebersihan cleh Pemerintah Daerah dan/afau badan usaha di
hidang kebersihan;

6. Produsen adslah pelaku usaha yang memproduksi barang yang
menggunakan kemasan, mendistribugikan barang yang menggunakan
kemasan dan herasal dari impor, alan menjual barang dengan
menggunakan wadah yang tdak dapat atau sulit terurai oleh
proses alam;

7. Badan Usaha pctigelola sampah adalah pelalru usaha yarg diberikan izin
untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah;

8 Pihak kin adalah orang perscorangan atau kelompok orang atau badan.
usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ditunjuk cleh
produsen untik melakukan pendauran vlang sampab;

9, Kelompok masyarakat adalash kumpulan oreng yang menyatukan
diri secara sukarela dalam kelompok dikerenakan adenya lkatan
pemersati, vaitu adanya visi, kepentingan. dan keburuhan yung sama,
sehingga kelompok tersebut memilki kesamgan tujuan yang ingin
dicapai bersama;

10. Orang adalah oreng perscorangan, kelompok orang dan/atau
badan hukum,

11. Masyarakat adalkb kelompok orang atau badan usahe atau
lembaga/crganisasi kemasyarakatan;

12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses ahm
yang berbentuk padat;

13. Sampah rumsh tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan schari-
hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;

14.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumeh tangga
vang bcrasal dari kawasan komersial, kawasen industri, kawasan
khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya;

15. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau
volumenya memerlukan pengelolaan khusus;

16. Sumber sampah adalah asal timbulan saropah;

17.Penghasil sampah adslah setiap orang dan/atau akibat proscs alam yang
menghasilkan timbulan sampab; '

18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyelurub, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangen dan penanganar sampaly

19. Penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan,
membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan
mengevaluasi pengelolaan sampah;

»



20. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampab,
pendaur ulang sampah dan/atan pemanfaatan kembali sampah;

21, Mengurangi, Mengguna Ulang dan Mendaur Ulang (Reduce, Reuse dan
Recycle) yang selanjutnya disingkat dengan. 3R, adalah. prinsip kegiatan
pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau
memanfaatian kemball dan mendaur ulang sampah;

20, Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan
sampah sesuai dengan jenis, jumlah. dan/atau sifat sampah;

23, Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan
sampah dari sumber sampah ke tempal penampungan sementara atau
tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R “atau ke tempat
pengolahan sampah terpadu;

24. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dan sumber
dan/atau dari tempat penampungan. sampzah sementara atau dari tempat
pengolahan sampsh dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan
sampah terpadu menuju ke tempat. pemrosesan akhir,

25. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi
dan/atau jumlah sampah;

26. Pemrosesan  akhir sampsh adalah proses pengembalian  sampah
denfatau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media linglungan
SeCAra. AIMATLL

27 . Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,
pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;

28. Tempat pengolahan sampah dengan primsip 3R (Reduse, Reuse, Recycle]
yarg sclanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya
kegiatan pengumpulan, pemilaban, penggunaan ulang, dan pendauran
ulang skala.kawasan;

99, Stasiun Peralihan Anlara yang sclanjutnya disingkat SPA, adaiah sarana
pemindahan dari alat angkut keci ke alal angkut lebih besar dan
diperlukan untuk kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari
25 km yang dapal dilengkapi dengan fasiliias pengolahan sampal;

30.Tempat Pengolahan Sampah Terpatdu yang selanjutnya disingkat TPST
adalah tempat dilaksanakannye kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendsuran ulang, pengolahan dan pemrosesan alchir;

31. Tempat Pemrosesan Akhir yang sclanjumya disingkat TPA adalah tempat
untuk memproses dan mengembalikan. sampah ke media linglsungan;

32, Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalab
fasilitas dasar vang dapat menunjang terlaksananya kegiatan
penanganan sampals;

33. Sarana persampahan yang sclanjuinya disebut sarana adalah peralatan
yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penangznan sampah;

34, Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjurnya disebut RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang daerah;

35, Rencana Detzil Tata Ruang yang selanjutmya disebut RDTR adalah
rencana ringi umtuk rencana tata mang wilayah daerah;

16. Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyal cirl tertentu yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.,

37. Kawasan pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk Kklaster,
apartemen, kondominium, asrama. dan sejenisnya;

18 Kawasan komersial adalah kawasan tempar pemusatan. kegiatan usaba
perdagangan danfatau jasa yang diengkapi dengan sarana dan
pragarana penunjang,

30 Kawasan ndustri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri
yang dilenpkapi sarana dan prasarana penunjang;

o



40. Kawasan khusus adalah bagian wilsyah dalam daerah provinsi danfatau

daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk:
menyelenggarakan fingsi pemerintahan yang bersfat khusus bagi
kepentingan nasional vyang diatur dalam kententuan  peraturan
perundang-undangar;

41 Kompensasi adalah pemberian imbaln danfatan g kepade orang

perseorangan, kelompok orang danfatau badan hukum, yang terkena
dampak negatif yang ditimbulkan cleh kegiatan penanganan sampah
di TPA;

42, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana Xeuangsm tabhunan Daerah yang ditetapkan
dengan peraturan daerah.

BAB 0
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUFP

Pasal 2

Pengelolaan sarmpah di Kota Tual berdasarkan pada asas :

MR YO RD P

tangoung jawab;

kelestarian dan keberlanjutan;
keterpaduan;

keadilan;

kehati-hatian;

partisipatif;

manfaat;

tata kelola pemerintahan yang baik, dan.
marern.

Pa=al 3

Tupan pengelolagn sampah untuk :

a.
b

L

-

(1)

(2)

(3)

mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;

menjaga kelestarian fungs lingkungan hidup dan menjpga keschatan
masyarakat;

meningkatkan peran serta masyarakal dan produsen untuk secara aktif
terlibat dalam pengelolaan sampeb;

mengurang dan/atau menangani sampah yang berwawasan linglkungan;
menjadikar sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai elzonomis,
dan

mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup sampah yang diabhw dalam peraturan dacrah ini
meliput © .

a. Sampah rumah tangga atau sampah organik;

b Sampah sejenis rumah tangga atau sampah anerganil; den

¢. Sampah bahan beracun dan berbahaya (B3].

Sampah rumah tangga atau sampah organik sebagaimana dimaksud
pada Pasal {1} huruf a meliputi sisa makanan, daun kering, buah dan
SAYUTAIL

Sampah sejenis ramah tangga atau sampah anorganik sebagaimana
dimaksud pada Pasal (1) buruf b melputi plasiik dalam bentuk botol,
kantong dan sebagainya, kaleng, kertas, kaca, atau potongarn sisa pipa
dan sebagainya.



(4) Sampah tahan beracun dan berbabaya (B3] sebagaimana dimaksud

pada Pasal (1) huruf ¢ meliputi lLimbah rumah saldt, limbah pabrik,
pertambangan dan sebagainya ‘

BAEIIl
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Dasrgh meliputi:

=R

menumbuh kembangkan dam meningkatkan kesadaran masyarakat dan
produsen dalam pengelolaan persampahan;

mengalokasikan dana untuk pengelolaan sempah;

melakukan penelitian  pengembangan  teknologi  pengurangan  dan
penanganan sampatly,

memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan,
penanganan, dan pemanfaatan sampah;

melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan
prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan
sampaly :

mendorong dan memfasilitasi penerapan tekmologi pengolahan sampah
secara lokal yang berkembang pada masyarekat untuk mengurangi
dan/atau menangani sampah;

koordinasi antar lembaga pemerintah daecrah, antar kmbaga pengelola
sampah, dan artara lembaga lembaga. tersebut dengan masyarakat, dan
produsen agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampaby dan
melakukan  pengawasan dan  evalumal  terhadap  pelaksanaan
pengelolahan sampah.

Pasal &

Unmuk melaksanakan tugas scbagammana dimaksud delam Pasal 5
Pemetintah Daerah mempuny ai ‘wewenang -

a

=%

o p

menctapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan
kebijalkkan nasional dan provinsi

menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma,
standar, prosedur dan kriterin yeng ditetapkan pemerintah pusat;
melakukan kerjasama antar daerah, kemitrasn dan jejaring dalam
pengelolaan sampatly, : :

menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam RDTEK;
melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS
3R dan TPST dan/atan TPA;

melakukan pemantauan dan evaluasi TPA secara berkala setiap 6 (enam)
talan sekall selama masa operasi sesuai dengan kriteria yang tercantum
di dalam daokumen lingkungasm dan zin lingkungan;

melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enarm)
bulan sekali selama 20 [dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem
pembiangan terbuke yang telah ditutap;

melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan
pengelolaan sampah; dan

menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan
sampah sesuai dengan wewenangannya.




(1)

(2)

Pasal 7

Untuk mencapai taparn ;pengﬂlolaﬁn sampah sesuai tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah Daerah

harus membuat dokumen perencanaan dacrah yang memuat target
pengurangan dan penanganan sempah dalam pengelolaan sampal.
Teknis penyusunan perencanaan daerah tentang pengelolaan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAR IV
HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Bagian Kesanu
Hak

Pasal &

Setiap orang berhak :

a
b

(1)

)

)

mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan schat;
mendapatkan pelayanan kebersihan secara bak dan berwawasan
lingkungan dari pemerintah  daerah  danfatau  pengelola kawasan
permukiman, kawasan komersial, kewasan industri dan kawasan
khusus;

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputisan, penyelenggaraan
dan pengawasan pengelolaan sampah;

mempercich data dan informmasi yang benar dan akurat serta tepat waktu
mengenai pehyclenggaraan pengelolaan sampah;

mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatifl dari
kegiatan pengelahan sampah di TPA; dan

memperoleh pembinaan pengelolaan sampah vang baik dan berwawasan
lingkungan.

Bapn Kedua
Kewajiban

Pasal®

Dalam pengelolaan sampah di daerah, setiap orang wajib :

g, menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;

b. turut aktl dalam petigurangan dan penanganan sempeh mmied dari
sumbernya;

¢. menyiapkan pewadahun sampah sesual dengan standar tempat
sampah yang berwawasan lingkungan; dan

d dalam kegiatan schari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna
ulang, di daur ulang danfatau rmdah diurai oleh proses alam.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampsh sejenis rumah tangga

wajib dilakukan dalam skala rukun retangga/rukun warga, danfatau

desa /kelurahan/ kecamatan dengan pembinaan teknis dari Perangkat

Daerah yang membidangi persampaban.

Setinp angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasibtas

sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajb menyediakan

wadah sampah danjfatau TPS.




BABV
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 10
Pengelolaan sampah terdir] dari
a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampah.
Bagian Kedua

Pengurangan Sampah
Pasal 11

(1) Pengurangan sampab scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a,
meliputi keglatan: :

a pembatasan timbunan;

b pendauran ulang sampah; dan

¢ pemanfaatan kemball sampah.

{2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a
dilakukan dengan cara :

a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat
didaur ulang, danjfatau bahan yang mudah diurai oleh proses alam
dan/ atau

b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah darl produk
danfatau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang
dan/fatau diguna ulang;

¢ memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi keschatan dan
linglvngan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dabm usaha pengurangan sampah melakukan kegiatan:

a pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan
produksi ramah lingkungan oleh produsemn;

b Memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan
memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang,
dan guna ulang sampah;, dan :

¢. Memantapkan target pengurangan volume timbunan sampah.

Pasal 13

(1] Produsen wajb melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah
sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya,

b menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mu::_]a?z
diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit
mungkin;

c  melakukan pendauran ulang sampah; dan/fatau

d. melakukan pemanfaatan kembali sampah.

(2} Produsen wajb melakukan pendaur ulangan sampah dengan: +
a menyusun program pendauran ulang sampah sebagal bagian dari
usaha danfatau kegiatannya; L



(3}
@)

(=

)

(1)

(2]

b

et

menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang
dan/ atau

menarik kembal sampah dari produk dan kemasan produk untuk
didaur uiang.

Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud
pada ayal (2), predusen dapat menunjuk pihak lain.

Pikak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan
pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajpb mengikuti  ketentuan
peraturan perundangan-undengan di bidang pengawasan obat dan
makanéai.

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

.

3

.

menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah
sebagai bagian dar usaha danfatau kegialannya sesual, dengan
kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Daerah;

menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang;
dan/ ataud

menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk
diguna ulang,

Pasal 14

Produsen wajb melsksanakan pengurangan sampeh dari kegiatan
usahanya.

Pengurangen sampah dari kegiatan usaha sebagaimana. dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan:

a. meminimealisasi penggunaan bahan-behan produksi dan/ataw
pewadahan yang dapat menimbulkan sampah;

b menggunakan baben yang dapat diguna ulang, dideur ulang
dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam
kegiatan uSahanys;

¢ melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya
dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungamn;

d membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah
dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan
sampah untuk menghasilkan produk dan energy;

e, melakukan optimalisasi penggunaan bshan daur ulang sebagal
bahan baku produk; dan

f. ‘menampung kemasan produk yang telah dimanfaatlcan oleh
konsumen.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Pasal 15
Kegiatan penanganan sampah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf b meliput '
a. pemtlahan;
b pengumpulan;
b, pengangkutan;
¢ pengolahan; dan
d pemrosesan akhir sampah.
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Paragraf 1
Pemilahan sampah

Pazal 16

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dilakukan
melalui kegiatan pengelompekan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis
sampah yang terdiri atas

a

ANDF

(1)

(2

(i)

(1}

(2

(1)

sampah yang mengandung baban berbahaya dan beracun serta limbah
bahan. berbahaya dan beracun;

sampah yang mudah terurai;

sarmpah yvang dapat digunakan kembali;

sampah yarg dapat didaur ulang; dan

sampah lainnya.

Pasal 17

Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan label
atau tanda pada tempat danfatau sarana, preduk danjatau kemeasan
produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/atau kemasan
produk yang dihasilkan merupakan jenis : '

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya den beracun serta
imbah bahan berbahaya dan beracun; :

sampah yang mudah terurai,

sampah yang dapat digunekan kembali;

sampah yang dapat di daur ulang dan

sampah lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai simbal dan label sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

oo o

Pasal 18

Setiap rumaeh tangga wajb menyediskan wadah sampah untuk
pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1).

Wadah sampah schagaimana dimaksud pada ayat {1} harus memenuhi
persyaratan bahan sebagal berikut:

a tidak mudah rusak dan kedap air,

b. ekonomis dan mudah diperolel;

d, mudah dikosongkan; dan

e dapat dibedakan dengan warna, tulisan atau diberikan tanda lain.

Pasal 19

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
daiam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana
pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.

Pemerintah Deaerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan
sampah skala daerah.

Pasal 20

Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat- (1) didasarkan pada:

a volume sampah; :

b. jenis sampah dan sifat sampah;

b. penempatan; :

¢ jadwal pengumpulan; dan

d. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
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(2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

)
(4)

(1)

(1)

2)

harus menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi Jabel atau tanda,

dengan kriteria sebagai berikut :

a wadah warna merah berlabel “B37, untuk jenis sampah bahan
berbahaya dan beracun, dengan simbol sebagaimana tergambar
dalamm Lampiran yang merupakan bagian tak terpisabkan dari
Peraturan Daerah ini;

h wadah warna hijgu berlabel “Organik”, untuk jenis sampah
vang mudah terurai, dengan simbol sebagaimana tergambar
dalem Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan darl
Peraturan Daerah ini;

e wadah warna bira bedabel “Guna Ulang”, untuk jenis sampah untuk
sampah vang dapat digunakan kembali, dengan simbol sebagaimana
tergambar dalam Lampiran yang merupalkan bagian tek terpisahkan
dari Peraturan Daerph ini;

d.  wadah warna kuning berlahel *Daur Ulang®, untuk jenis sampah yang
dapat didaw ang, dengan simbol secbagaimana tergambar dalam
Lampiran ‘yang Mmerupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini; dan .

e. wadah warna hitam beslabel “Residu®, untuk jenis sampah lainnya,
dengan simhol sebagaimana tergambar dglam. Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Deerah ini

Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, harus

memenuli standar wadah sampah

Keteptuan lebih lemjut mengenai standar wadah sampah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan  peraturan

perundang- undangan.

2
Pengumpulan Sampah

Pasal 21

Pengumpulan sampah scbagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b

dilakukan mealui kegiatan pengambilan dan pemindahan eampah dari

sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/ TPA. dengen tetap
memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.

Kegiatan pepgumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

taruf b, meliputi:

a. Pengelola kawasan wajib melakukan pengumpulan. sampah  dan
menyediakan TPS dan/atau TPS 3R skala kawasan secara arnan hagl
kesehatan dan lingkungan: dan

b. Pemerintah daerah wajb menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang
aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 22

Pengumpulan sampah perorungan/rumah tangge dari tempat pemilahan
sampah ke TPS danjfataun TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola
sampah di tingkat yang dibentuk oleh pengurus rukun warga, _

Penyediaan sarana pengumpulan sampah vumah pererangan/rumah
tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah permulkiman
yang dikelola oleh pengurus rukuo warga, menjadi tanggung jawab
Pengurus rukun warga, dan Pemerintah Daerah berkewaliban
memfasilitasinya sesuai kebutuhen, kondisi sosial dan ekonomi
masyarakat.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(@)

(1)
(2

(3)

(@)

(5}

Pasal 23

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industr,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
delam melakukan pengumpulan sampah wajb menyediakan TPS, atau
TPS 3R danjatau sarana pengumpulan sampsh terpilah secara aman
bagi kegsehatan dan lingkungan skala lcawasarl

Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdirl dari:

a gerobak;

b motor sampal;

¢, kontainer; danfatan

d uuk sampah

TPS danfatau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajb
memenuhi Kriteria sesal dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan.

Pemerintah kota, menvediakan TPS, TPS 3R dan sarana pengumpulan

Paragraf 3
Pengangkutan Sampah

Pasal 24

Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TP3 3R ke TPA dan/atau TPST
sebagaimans - dimaksud Pasal 15 huruf ¢ tidak boleh dicampur kemball
setelah dilakukan pemilehan dan pewadahan.

Dolamm hal terdapat sampah yang mengendung bahan berbahaya
dan  beracun serte  limbah  bshan berbahaya dan  beracun,
teknis pengangkutan sempah mengikuti kerentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 25

Pengangkutan sebagaimana dimeksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah  Daerah  dalam  melakukan  pengangkutan  sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah
yang tidak mencemari lingkungar;, dan

h. melakukan pengangkutan sampah dari TPS danfatau TPS 3R ke TPA
atau TPET.

Dalam penganglkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan

stasiun peralihan antara.

Dalam hal terdapat dua atau lebih daerah melakukan pengolahan
sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas daerah,
maks Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Pemerintah
Provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan  alat
angkutnya,

Ketentuen lebih lanjut mengenai kendaraan dan penjadwalan
pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Walikota.
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Paragraf 4 {
Pengelahan Sarrpab

Pzmal 26H

Pengolahan sampah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d
dilakukan d TPS 3R, TPST danjatan TPA dengan cara mengubah
kargkteristik, komposisi dan jumlsh sampah dengan memanfaatkan
teknologl yarg ramah lingkungan,

Pasal 27

(1} Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. pemadatan;
b pengomposan;
c. daur ulang maters;
d daur ulang energi, danfatau
e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi rarmah linglkungan.
(2) Pengolahan sampah sehagaimatia dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan imempertimbangkan:
a. karakteristik sampah;
b, keselamatan kerja;, dan
¢ kondisi sosial masyarakat,
(3} Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan
cleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok orang danfatau
badan usaha pengelola sarmpah pada sumbernya, dan pengelola kawasan.

Pasal 28

(1] Pengolahan sampah di TPS 3R schagaimana dimaksud dalam Pasal 26

terdapat di:

a kelurahan/desa;

b, kecamatan;

c kawasan permukiman, kewasan komersial, kawasan industri, dan
kawasan khusus; serta

'd  kawasan pulau-pulau seain pulau utama.

(2} Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ diseienggarakan oleh penanggung jawab danfatau
pengelola kawasan.

{3) Pengolahan sempah d TP8 3R sebageimana dimaksud dapat
dikerjasamaken  danjatau  dapat  diselenpgarakan  oleh  badan
usaha pengelola sampah di beswah pembinaan dan pengawasan
Pemerintah Daerah

4) Penyediaan lahan TPS 3R d& kelurahan/desa dan kecamatan
sebagaimens dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung Jawab
Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan bersama produsen,
mas; rarakat dan/atau badan usaha pengelola sampah.

Pasal 29
Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud dalem Pasal 28 ayat 4 ditetapkan

oleh Walikota melalui Peraturan Walikota. =esuai dengan RTRW  dan
Peraturan: Zonasi.
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Pasal 30)

(1} Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan
standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.

() Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  persyaratan  teknis  dan
standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaloulcan sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 31

Sampah spesifik karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerhikan
pengelolaan khusus, dilaksanakean berdasarkan norma, standar, prosedur,
kriteria sesuai ketentuan peracuran perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 32

(1) Perrosesan akhir sampah sebagaimena dimaksud dalam Pasal 15
huraf ¢ dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau
residu hasll pengalahan sebelumnya ke media ingkungan. secara aman.

(3 Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Dacrah dengan
menggunakan metode:
a. lahan urug terkendali;
b lahan urug saniter; dan/atau
o penggunaan teéknologi ramah li ngkungan.
(3 Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib
tnemenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 33

(1] Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengun persyaratan teknis, harus
dilakukan penutupan dan/atau rchabilitasi.

(J) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah
dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengeperasian
dan pemeliharaan.

(3) Pembangunan f{asilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi
kegiatan konstrulksi, supervisi, dan uj coba.,

Bagian Keecmpat
Pengelolaan Sampah di Wilayah Selain. Pulau Dullah

Pagal 34

(1) Pengelolaan sampah di wilayah 3 (tiga) kecamatan Yang berada di
pulau-pulau seclain Pulau Dullah disclenggarakan herdesarkan prosedur
yang diatur di dalam Perataran Daerah ini, kecuali pada tahapan
pemrosesan akhir.

(2) Pemrosesan akhit Sampah di pulau-pulau kin sdain Pulau Utama
disciesaikan di fasilitas setaraf TPS danfatau TPS 3R di masing-masing
pulant, -
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BABVI
PERIZINAN

Pasal 35

Setiap orang atan ‘badan hukum yang melakukan kegiatan usaha
pengelolaan sampah wajib memuliki izin usaha pengelolaan sampah. dari
Walikota.

Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan yang wajib memilild izn
mehputt

a. pendaur ulangan;

b penganglkutan;

c. pengolahan; dan

d pemrosesan akhir. .

in usaha pengelolaan sampah berlaku selama 1 fahun dan dapat
diperpanjang. 5 | .

lzin usaha pengelolaan sampah berakhir secars otomatis karena masa
berlaltu sudeh berakhir atau badan usaha pengelola sampah pemegang
igih usaha pengelolaan sampah bubar danfafan  dicabut karena
melanggar ketentuan yang berlaku dalam perizinan,

Pasal 36

Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah scbagaimana
dimaksud dajam Pasal 35 ayat (1), badan usahe pengelrla sampah hans
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walkota dengan
melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.

Izin useha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mengikuti pergyaratan umum perizinan dan persyaratan teknis dalam
Peraturan Daerah ini.

Permohonan izit pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan
administratif yang memuat :

data akia pendirian perusahaan;

nama penanggung jawab kegiatan;

nama, alamat dan bidang usaha dan/atau kegatan perusahaan;
nomor telepon perusahaan;

wakil perusahaan yang depat dihubungi;

gertifi kat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan;

izin lingkungan, dan

izm kendaraan pengangkut sampah sebagaimana dimaksud. dalam
Pasal 35 ayat (2] hwuf b, di keluarkan oleh dines teknis

Untuk kegiatan pengelolaan sampoh wajib menggunakan anpalisis
dampak lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan. '

Kepulusan Walikota mengenal pembcerian izin usaha pengelolaan sampah
dittmymkan Kepada masyarakat.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat ) diumumkan melalu
media informasi yang tersedian seperti radio, koran, media sosial atau
media lainnya yang ada di daerah.

Fm e a0 o

BAB V1
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 37

Penyelenggaraan pengelelaan  sampah dilaksanakan oleh . lembaga
pengelola sampah berbentuk umit pelaksana teknis pada dinas Daerah.
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{1)

Selzin melalui lembaga pengelalaa sampah scbhagaimana dimaksud pada
ayat {1}, penyelenggaraan pengelola sampah juga dapat didukung

a kelompolk masyarakat;

b. Badan ussha pengelola sampals;

¢. Perangkat Daerah terkait; dan/atau

d. BUMD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAE VII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Paszl 38

Sumber pembiyaan pengelolaan sampah berasal dari:

A APBD; damn

b sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan petundang-undangan.

Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dapat berupa: .

a retribusi;

b hibah;

c tenggung jewal soaial dan lingkungan; dan/atau

d Investasi badan usaha pengelola sampah.

Ketentnan lebih lanjut mengenal tata cara pemblayaan diatur dengan

Peraturan Walikota,

Pasal 39

Pembiuyaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan cleh
kelompok mesyarakat dan badan usaha pengelola sampah metijadi
tanggung jawab masyarakat.

Pernerintalh Daerah dapat rmemberikan bamtuan berupa stimulan
danfatau sarana pengolahan sampah yang diselenggerakan oleh

kelompok masyarakat sesual kebutuhan.

Bantuan Pemerintah Daerah berupa stimulan dan/atau  sarana
pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat
harus dianggarkan dalam AFBD.

Pasal 40

Setiap arang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan
pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah.

Resaran taril vang dikenakan kepada setiap wajib bayar dihitung
berdasarkankebutuhan biaya penyediaan jasa pengelolaan sampah yang
diberikan menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan
kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.

Bagian Kedua

Kompensasi
Pasal 41

Pemerintah Daersh wajb memberikan kompensasi sebagal akibat
dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir
sampah.
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(1)

(2)

(3)

Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD.
Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a, pencemaran air;
b, pencemaran udara;

¢ pencemaran tanah;

d. longsor;

€. kebakaran;

f ledakan gas metan; dan/atau

g hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Pasal 42

Kompensasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dapat
berbentulk:

a. relokasi penduduk;

b pemulihan kualitas lingkungan,

¢. biaya kesehatan dan pengobatamn;

d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/ atau
e kompensasi dalam bentuk lain.

Untuk memberikan jaminan kompensasi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 41 Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan
pernsahaan asuransi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai poela kerjasama dengan perusahaan
asuransi diatur melalui Peraturan Walikcta.

Pasgal 43

Tata cara pemberign kompensasi scbagaimane dimaksud dalam Pasal 41
dilaksanakan melalui:

a.
b.

C

(1}

(2)

(3

pengajuan surat pengaduan kepada Pamerintah Daerah;

Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak
negatif pengelolaan sampah; dan

menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil
investigasi dan hasil kajan

BAB IX
KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 44

Pemerintah Daerah dapat melakulkan kerjasama antar Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan samnpah.

Lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah
mencakup:

a. penyediaan/pembangunan TPA;

b, penyediaan prasarena dan sarane TPA;

¢ pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPAS

d. pengelolaan TPA; danfatau

e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah Imgkungan.
Bentuk dan pola kerpsama antar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjien kerjasama sesual ketentuan
peraturan perundang-undangarn.
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BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pagal 45

Masyarakat dapat berperan akiif dalam pengolahan sampah dengan cara

a. meningkatkan  kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan
kemitraan dalam pengelolaan sampab;

b. menumbuh kembangkan kepeloporan masyarakat delam pengolghan
sampah;

c  meningkatkan ketanggap daruratan atau tindaken yang sifatnya
gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di
TPS, TPS3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan

d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik
yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. _

Produsen dapat berperan aktf dalam kegiatan pengolahan sampah

melalui kegiatan; _

a penyedizan danjatau pengembengan. teknologi pengolahan sampaby;

k. bantuan prasarana dan sarana;

c bantuan inevesi teknolegi pengolahan sempakidan

d pembinaan pengolahan sampah kepade masyarakat.

Fasal 46

Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau mendcrita kerugian
akibat dampak negatif yang ditimbuiken dalam kegiatan pengelolaan
sampah dan/atau perbuatan larangen delam Peraturan Deerah ini
dapat menyarnpaikan pengaduen kepada Walikota melalui Lurah, Camat
dan/atau Kepala Dinas.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikat
dengan carg lisan dan/atau tertulis.

Pasal 47

Pengacduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)

memuat informesi: ‘

a identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama dan.
alamat:

b. nomor telepon yang bisa dihubungi ‘

c. lokasi terjadinya dempak dan/atau perbuatan dalam kegiatan
pengelolaan sampah; '

d dugaan sumber darnpak dan/atau perbuatan dalam kegiatan
pengelolaan sampah; _

e waktu terjadinya dampak danfatau perbuatan dalam kegatan
pengelolaan sampah.

Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan

pleh penerima pengaduan.

Pasal 48

Pengadu menyampaikan pengaduan kepada perangkat dacrah yang
ditunjuk Walikota,

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat disampaikan
melalui kepala desa/lurah atau camat setempat. _

Kepala desa/lurah atau camat setempat menyampaikan pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada perangat dacrah Yyang
ditunjule Walikota.
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BABXI
LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

'Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 49

Setiap orang dilarang :

a.

h.

(1)

2)

{3)

[4)
3}

(1)

membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan
dizediakan;

membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air
atau selokan, jalan, bam (bahu jalan), trotear, tempat umum, tempat
pelayanan wmum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan mempakan
tempat permnblangan sampah;

membuang sampah ke sungay/kalifkanal, rawa, wadulk, situ, laut
dan/atau saluran air limbah;

mencampur sampah rimah tangga den sampah sejnis sampah rumah
tangga dengan sampah bahan berbahaya dan beracun rumah tangga;
mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran danfatau perusakan
lingkungarn;

merusek, membakar, ataul menghilangkan tempat sampah yang telah
disediakan;

membakar sampah vang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
pengeiolaan sampeh, schingga mengpanggu kenyamanan penduduk
sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup; dan

melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metede yang tidak
sesual dengan peraturan perundang-undangen.

Bagian Kedua
Larangan Membuang Sampah ke Laut

Pasal 50

Setiap orang atau badan hukum dilarang untitk membuang sampah,
kotoran, barang bekas dan/atau bangkai hewan ke laut.

Perscorangan atau badan hukum yang melanggar ketentuan ayat (H
wajib memberikan ganti rugi

Besaran panti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku yang
dif asilitasi cleh Pemerintah Provinsi Maluku,

Permohonan pelaksanaan foum penentuan ganti ngt kepada Pemerintah
Provinsi Maluku diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
Tata cara pelaksansan farum ganti rugi dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 51
Setiap produsen yang dengan sengaja melaksanakan kegiatan vang

bertentangan dengan Pasal 10 dikenakan sanksi administratil herupa
denda sebesar Rp. 25.000.000,00 fdua puluh lima juta rupiah)
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(1)

3
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(5)

)

(1)

(2)

(3

Setiap produsen yang dengan sengaja melaksanakan Kkegiatan yang
bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 23
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 5000.000,00
(lirma juta rupiah)

Setiap produsen yang dengan sengaja tidak melaksanakan kétentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka Pemerintah Daerah
dapat mencabut izin usaha.

Penanggung jawab danfatau pengelola kawasan permukiman, kawasan
komersial, kawasan industri kawasan khusus yang dengan sengaja
tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21 ayat (2} dan Pasal 23
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00
(sepuluh. juta rupiah).

Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya
vang dengan sengaja  tidak menyediakan prasarana dan sarana
pengelolaan sampah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan
Pasal 23, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar
Rp_.l.DDD._DD0,00 (satu juta. rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang dengan sengeje tdak melaloukan pemilahan sampah
sebagaimana dimaksud delam Pasal 16 dikenakan sankei administratif
berupa denda setinggi-tingginya Rp.100.000,00 (seratue ribu rupiah).
Setizp orang yeng dengan sengaia membuang sampah di luar jadwel
vang ditentukan, dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah)

Setiap omng yung dengan sengaja membuang, menumpuk sampah
dan/atan bangkai binatang ke sungei/kali/kanal, waduk, situ, ealuran
air limbah, di jelan, taman atau tempat umum, dikenakan denda
setinpgi-tingginya Rp 500.000,00 (lima rarus ribu rupiah)

Setiap orang yang deéngan sengaja mémbuang sampah dari kendaraan,
dikenakan denda eetinggi-tingginya Rp.  500.000,00 {ima ratus
ribu rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja mengeruk atau mengais sampah di
TPS vang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah di
luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan denda
setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 {lima ratus ribu rupialy.

Setiap arang yang dengan sengaja membakar sampah, dikenakan denda
setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 53

Badan usaha pengelola sampah yang tidak melalksanaan ketentuan
ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha dikenakan paksaan
pemerintahan sesuai dengan ketentuan dalam perizinan.

Apabila pakssen pemerintahan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidek dilaksanakan, badan usaha pengelola sampah yang bersangkutan
dikengkan denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima
juta rupiah).

Apabila denda sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan oleh
badan usaha pengelola sampah yang bersangkutan, maka l@in usaha
pengelolaan sampah milik badan usaha pengelola sampah dicabut.
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(4) Paksaan pemerintaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, sccara
operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat di dampingi
aparat penegak hukum.

Pasal 54

(1) Badan usaha pengelola sampah yang dengan sengaja melakukan usaha
pengelolaan sampah tanpa izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), maka badan usaha pengelola sampah
yang bersangkutan dikenakan sanksi adminisiratif berupa denda
setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rpiah) dengan ketentuan
wajib metnroses izin usaha pengelolaan sampah. :

(2) Badan -usaha pengelola sampah vyang dengan sengaja dan tidak
memberikan jaminan perlindungan kepada petugas kebersthannya, maka
penanggung jawab badan usaha pengelola sampah yang bersanglkuian
dikenakan sanksi berupa pencabutan iizin usaba pengelolaan sampah.

Pasal 55

Denda sehagsimana dimeksud pada Pasal S1 ayat (1), (2), (4 dan (5)
Pagal 52, Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 dan Pasal 57 wajib disetorkan ke
kas daerah sesuail dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan,

BAB Xl
PENYIDIKAN

Pasal 56

(1) Penyidikan terhadap tinduk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam.
Peraturan Daerzh ir dilakukan ol¢h PPNS yang pengangkatannys.
ditetapkan sesuai dengan ketéentuan peraturan perundang-undangan.

2} Dalam melaksanakan tugas PPNS sebagaimana dimaksud pede ayat (1),
berwenang: '

a menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanye
pelanggaran dan/atan tindak pirdana;

b melakukan tindakan pertama d tempat kejadian pelanggaran
danfatau melakukan pemeriksaan kebenaran laporan  atau
keterangan berkenaan dengan pelanggaran d bidang pengelolaan
sampah;

¢ melakukan pemeriksaan terhadap orang yeng diduga melakukan
pelanggaran di bidang pengelolaan sampah;

d meminta keterangan dan mengumpulkan akt bukti berkenaan
dengan peristiwa pelanggaran di bidang pengelolaan sampah;

e. melakukan pemeriksaan atas alat bukti yang berkcnaan pelanggaran
di bidang pengelolaan sampah;

f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan baban bulti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lin serta melakukan
penyitaan terhadap bahan dan barang yang dapat dijadikan bukt
dalam perkara pelanggaran dibidang pengelolaan sampah;

g. melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang diduga tempat
kejadian atau lokasi yang terkena dempak pelangg:aran di bidang
pengelolaan sampah; dan

h mengadekan tindakan lain  menurut bhukum yang  dapat
dipertanggung jawabkan.



BAB XTI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

(1] Setiap produsen dengan sengaja tidak mencantumkan label dan/atau
tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sammpah
pada  kemasan  danjatau  produk  yang dihasilkan  kepada
penanggungiawabnya diancam denda sctinggi-tingginya Rp. 50.000000,-
ima puluh juta rupiah).

(2} Setiap produsen dengan sengaja tidak menggunakan bahan baku
produksi dan kemasan yang dapat diural oleh proses alam, yang
me nimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ularg
danfatau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayai (2),
kepada penanggungiawabnya diapcam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda  setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah).

Pgsal 58
Tindak pidans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah pelanggaran.

BAB XIV
PENGHARGAAN

‘Pagal 3

(1} Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau
badan useha yvang melakukan:
a inovesi terbaik dalam pengelolaan sampah,
b pelaporan atas pelanggaran terhadep larangan;
¢ pengurangan timbunen sampah; dan/ateu
b. tertib penenganan sampeah.

() Kerentuan. lebih lanjut mengenai tata cara pembetian. dan bentuk-hentuk
penghargaan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal &)

1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 2 (dua)
tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

[2) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 2
(dua) talun sejpk Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

(3) Penyediman TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling
lama 5 (lima] tahun sejak Peraturan Dacrsh ini mulai berlaku.

(4) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah 1um
diselesaiken paling lama 1 {satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah
ini dinndangikan. :

5) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah im sepanjang
mengenai hal-hal teknis akan diatur dalam Peraturan Walikota.




BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6l

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar. setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Daerah i dengan penempatunnya dalam Lembaran Daerah
Kota Tual

Ditetapkan di Tual
Fika 1 ‘.1:\ o5 Mei 2017
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PENJELASAN
: ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR o2 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
. UMUM

Sampah merupakan sakh saby permasalahan yang dihadap: banyak
tempat, diseluruh dunia termasuk Kota Tual. Seiring dengan pertumbuhan
populasi manusia dan peningkatan perkembangan teknologi  yang
meniscayalkan peningkatan produksi dan konsumsi kebutuhan manusia,
maka dengan sendirinya akan menipgkatkan vohume timbulan sampah yang
memhahayakan kesehatan manusia dan  Jingkungan hidup. Aktivitas
produksi dan konsumsi tersebut memberikan koniribusi pada munculnhya
beragam jenis sampah, baik sampah yang dapat terurai alami, sampah yang
sulit terurai oleh alam sampai sampah yang sama sckali tidak bisa terurai
QOleh karenanya pengelolaan sampah menjadi sangat dibutuhkan dalam
rangka, menjaga kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memshami sampah
sebagai barang yang tidak beérguna, schingga tidek dapat dimanfaatkan.
Padahal sesungguhnya sampah yang dipandang tidak berguna il pada
desarmya masih bisa dimanfaatkan, misalnya scbagai sumber cae energl
alternarf, pupuk, kompos ataupun bahan baku industri. Dengan
pengelolagn sampah yang Komprehensit dari hu ke hilir, keberadaan
gatnpah kini bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan nilai tkonomi yang
menguntungkan. Pengelolaan sampah saat ni menggunakan paradigrna
pengelolaan sampah baru yang dilakukan dengan kegistan pengurangan dan
penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegitan pembatasan,
penggunaan  kembali, dan  pendauran ulang. Sedangkan kepiatan
penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkuten,
pengolahan dan pemrosesam a&ichir.

Pengolahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama
masyarakal dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asas
manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 H uyat (1), Pasal 28 I
ayat [4) dan {5), Pasal 28 J ayat (1), sata mcrberikan perlindungan terhadap
lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4]
Undang-Undang Dasar Negara Repubdik Indonesia. Tahun 1945, Dalam
rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu  dan
komprehensif sebagaimana diamapatkan Undeng-Undang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dibutuhkan Peraturan Daerah
untuk rmenjelaskan hak dan kewajban masyarakat, serta Tugas dan
wewenang Pemerintah Dazerah untuk menjalankan pengelolaan sampeh di
Daerah. Peraturan Dacrah yang dimaksud semata-mata dibentuk untuk
memberikan: '

a. kepastian hukum bag masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
pengelolaan sampah yang bak dan berwawssan lingkungar;

b. ketertiban dalam penyelenggaraan. pengelolean sampah;
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kejlasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
dalam pengelolaan sampah; dan

pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dan larangan yang distur
dalam Peraturan Dacrah mi mengandung suatu tujuan untuk mendidik
setiap orang atau warga masyarakat untuk hidup bersih tertb dan
memiliki kepedulian terbadap I ngkungen.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “Tamggung Jawab” adalah adanya beban

buagi dacrah, utemanya Pemerintah Daerah memberikan pelayanan

maksimum dalam urusan pengelolaan sampah. Berdasarkan asas
tanggung jawab, dacrah berkewajban untuk:

a. menjmin pemanfastan sumber daya alam akan memberikan
manfaat yang scbesar-besarnya. bagi kesejahteraan dan mutu hidup
rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa deparn;

b. menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat; dan

¢. mencegah dilakukamnys kegiatan pemanfaatan sumber daya alam
iang menimbulkan pencemaran danfatau kemisakan lingkungan

idup.

Yang dimaksud dengan asas “Kelestarian Dan Keberlanjutan® adalah
setiap orang memikul Kkewajiban dan tanggung jawab terhadap
generasi mendatang dan fterhadap sesamanya. dalam satu generasi
dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ckosistem dan
memperbaiki kualitas lingkuangan hidup.

Yang dimaksud dengan asas “Keterpaduan® adalah perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagat
unsur atal menyinergikan berbagai komponen terkait

Yang dimaksud dengan asas “Keadilan® adalah perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup harus ‘mencerminkan keadilan sccara
proporsional bagi setiap warga megara, baik lintas dacrah, lintas
generasi, maupun lintas gender.

Yang dimaksud dengan asas “Kehati-Hatian® -adalah ketidalcpastian
mengenai dampak susu  usaha  danfatau kegiatan  karena
keterbatasan penguasaan iimu pengetahuan dan. telmologi  bukan
merupakan alasan imtuk menunda Jangkah-langkah meminimalisasi
atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan ssas *Partisipatif’ adelah setiap anggota
masyarakat didorong untirtk berperen aktif dalam proses pengambilan
keputusan dan pelaksanaam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, balk secard langsung maupun tdal langsung,

Yang dimaksud dengan asas “Manfaat” adalah segala usaha dan/atau
kegiatan pembangunan yarg dilaksanzkan disesuaikan dengan potensi
sumber daya akm dan lingkungan hidup untuk  peningkatan
kescjahteraan masyarakat dan  heskar manusia  sclaras  dengan
lingkungannya.



Yang dimaksud dengan asas “Tata Kelola Pemerintahan Yang Bailk®
adalah pengelolaan sampah difwai oleh prinsip partisipasi,
rransparansi, akuniabilitas, efisiensi, dan keadilan. )

Yang dimaksud dengan asas “Maren” adalabh pengelolaan sampah
dijiwai semangat gotong royong tampa mengharapkan balas jasa,
sebagaimana nilai-nilai yang: dianut masyarakat Kota Tual

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan sampah scjenis sampah rumah tangga adalah
adalah sampah yang tidak berasal dari rurnah tangga.

Pasal 5

Culkup Jelas.

Pasal 6

Yaing dimaksud dengan sistem tanggap- darurat adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi
pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan
sampah yang tidak benar.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal &

Culoup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Culcup Jelas.

Pasal 13

Cukoap. Jelas.,

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengen “sampah yang mengandung baban berbahaya
dan heracun serta Imbah baban berbahaya dan beracun” antara lain
kemasan obaf Serangsp, Kemasan oli, kemasan obat-obatan,
obat-cbatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik
Tumah tangga.

Yang dimaksud dengan "sampah yang mudah terurai’ antara la_m
sampah yang berasal dari tumbuvhan, hewan, dan/atau bagan-
bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya danfataun
mikro ¢rganisme: seperti sarmpab makanan den serasah.

Yang dimalsud dengan “sampah yang dapat digunakan kﬁmba]i"j
merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanps melahu
proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan
kaleng.



Yang dimaksud dengan sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huaraf d merupakan sampah yang dapat
dimanfaatkan kembali setelah melahd proses pengolahan antara lain
sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.

Yane dimaksud dengan “sampah lainnya® merupakan residu Residu
adalah jenis sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan,
pengomposan, daur ulang materi dan/atau dsar ulang energi.

Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Avat (1)
Cukup Jelas,
- Ayat (3)
Wadah sampah vang disediakan tumah tangga untuk kegiaian
pemilahan sampah skala rumah tangga dapat berupa kantong
plastik, karung, keranjang sampah dan/atau ember.
Pasal 19 : :

Cukup Jelas,
Pasgl 20
Cukup Jelas,
Pasal 21
Culrup Jelas.
Pusal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Culaup Jelas,
Pasal 20
Cukly Jelas,
Pasal 27
Ayat 1
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf ¢

Yang diksud dengan dewr ulang materi adalab mengubah

kondisi  fistk sampeh sehingge dapat  dipergunakan

kembali, semisal melalui kegiatan kerajnan tangan.
Huruf d

Yang dimaksud dengan daur ulang energi adalah

pemanfaatan sumber energi yang timbul dari proses

pengolahan sampah, semisal gas metan untuk kebutuhan
umah tangga.
Huruf e :

Yang dimaksud dengan pengolahen sampah lainnya

dengan teknologi ramah hngkungan semisal:

1. teknologi pengelahan secara fisik berupa pengurangan
ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara
magnetis, masa-jenis, dan optik;

2. teknologi pehgolahan BECHA kimia berupa

' pembububan bahan Limia atau behan lan  agar
memudahkan proses. pengolahan selanjuinya;
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3. teknolog pengolaban secara biologi berupa pengolahan
secara aerobhik danfatau  secara amaerobik seperti
proses pengomposan dan biogasifikasi;

4. teknologi pengotahan secara termal berupa insinerasi,

* pirolisis dan gasifikasi dan

5. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan
menggunakan teknologi. lain sehingga dibasilkan bahan
bakar yaiu Refused Derifed Fuel {RDF).

Avat 2
Culup Jelas.
Avat 3
Cukup Jelas.
Pazal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
CUkLlp Jelas,
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pesal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Ayat 1 :
. Yang dimaksud dengan 3 jtiga) kecamatan di pulau-pulan selain
Pulau Dullah adalaly kecamatan Pulau-pulau Kur, kecamatan
Kur Selatan, dan kecamatan Tayando Tam. Sementara d pulau
Dullah terdapat dwa kecamatan, yaitu kecamatan Pulau Dullah
Utara dan kecamatan Pulau Dullah Selatan.
Ayat 2
Cukup Jelas.
Paaal 35
Ayat 1
Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah Dasreh, antara
lain, memuat persyaratan untuk mempercleh zin, jangka waktu
izin, dan bherakhimya izin
Ayat 2
Cukup Jelas.
Ayat 3
Cukup Jelas.
Ayat 4
Culkup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pazal 38
Avat 1
Cukup Jelas.
Ayat 2
Yang dimaksud dengen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
adalah  komitmen Perseroan wnmtuk berperan serta  dalam
pembangunarn ekonomi berkelanjutan guna menmgkaﬂcan_
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bak bagl
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Pasal 39

Persercan sendiri, komunitas setempat,
pada Lmumnya.

Cukup Jelas.

Pasal 40

Culkup Jelas,

Pagal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Culoup Jelas.

Paga] 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cultup Jelas.

Pasal 46

Cukap Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jéelas.

Pasal 449

Culeup Jelas.

Pase! 50

Culeup Jelas,

Pesal o1

Culkup Jelas.

Pgaal 52

Cukup Jelas.

Poaal 83
Avat 1

maupun masyarakat

Yang dimaksud paksaan pemerintahan adelah suatu tindakan

hukum vyang -dilalukan

oleh pemerintah daerah untul

memulibkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan.

beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak
mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Ayat 4

Pasal 54

Cukup Jelas.

Culcup Jelas.

Pasal 55

Culcup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 353

Ayat 1

Cukup Jelas.



Ayat 2
Bentuk penghargesn antara lain berupa pembebasan dari
kewajban membayar retribusi sampah selama periode tertentu
atau pcmberian bantuan Fasilitas pengelolaan sampah.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Fasal 61
Culnap Jelas.
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